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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan, seperti yang
termuat dalam Pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan
yang berbentuk Republik”, selanjutnya ‘“Negara Kesatuan Republik
Indonesia merupakan Negara Hukum” seperti yang tertuang dalam pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Salah satu ciri Negara hukum yang dalam bahasa belanda disebut,
rechtstaat, adalah dengan adanya pembatasan kekuasaan dalam
penyelenggaraan Negara”.l

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 telah membagi-bagi kekuasaan dan membentuk struktur
lembaga Negara dalam penyelenggaran Pemerintahan, berkaitan dengan
Pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang berkaitan dengan Pertahanan dan
Keamanan Negara diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) “Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten

LJimly Asshiddigie, Pengantar llmu hukum Tata Negara, Raja Grafindo persada, Jakarta
2013, Hal. 281.



dan kota mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-
Undang”. Lebih lanjut dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ‘“Pemerintah
Daerah provinsi dan kabupaten kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Dengan demikian, untuk melaksanakan urusan Pemerintahan daerah
diperlukanya satu sistem pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala
daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, kepala daerah dibantu oleh
satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk
kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk kota disebut wakil Walikota.

Pengaturan terkait Pemilihan kepala daerah, diatur dalam pasal 18
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945 yang berbunyi bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing
sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih
secara demokratis”. Lebih lanjut pentingnya Pilkada sendiri tidak terlepas
dari kewenangan yang dimiliki oleh Kepala daerah, mengutip pendapat
J kaloh yang menyatakan bahwa, “Pengaturan dalam semua undang-undang
Tentang Pemerintahan daerah telah meletakan posisi sangat strategis kepala

daerah mengingat kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi



keberhasilan pembangunan nasional karena pemerintah daerah merupakan
subsistem dari Pemerintahan nasional atau negara”.2

Lebih lanjut konsep Pilkada di Indonesia saat ini dilaksanakan secara
serentak bergelombang yang dimulai dari tahun 2015, 2017, 2018, terakhir
pada tahun 2020 yang lalu dan secara serentak nasional dilaksanakan pada
tahun 2027.% Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 yang lalu ada beberapa
hal yang timbul salah satunya terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah
yang diakibatkan dengan habis atau berakhirnya masa jabatan kepala daerah
serta diakibatkan kepala daerah yang mencalonkan kembali pada periode
kedua yang diharusan untuk cuti sebagai kepala daerah. Sebagai konsekuensi
habisnya masa jabatan kepala daerah dan kepala daerah yang cuti karena
mencalonakan diri pada periode kedua menyebabkan kekosongan jabatan
kepala daerah sehingga berdampak pada pengambilan keputusan
Pemerintahan dan terganggunya pengelolaan administrasi Pemerintahan.

Menyikapi dengan adanya kekosongan jabatan kepala daerah Provinsi
tersebut maka diangkatlah Penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan
jabatan Gubernur yang habis masa jabatan dan Gubernur yang cuti karena
mencalonakan diri pada periode kedua. Pengangkatan Penjabat Gubernur
sampai dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan dilantik, sesuali
dengan ketentuan pasal 201 ayat (10) Undang-undang No. 10 tahun 2016

Tentang Pilkada bahwa “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur,

2J. Kaloh, Kepimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, Perilaku Kepala
Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 4.

Budi Setiawanto, Tujuh Gelombang Pilkada Serentak 2015 hingga 2027
https://www.antaranews.com/berita/480618/tujuh-gelombang-Pilkada-serentak-2015-hingga-2027,
diakses pada 22 November 2019.
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diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan”.

Dengan demikian, mengacu pada aturan di atas bahwa kualifikasi
syarat utama dalam pengisian jabatan Penjabat Gubernur yakni haruslah
berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang pengisian jabatan Penjabat
Gubernur tersebut berakhir setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur
definitif, artinya pengisian jabatan Penjabat Gubernur bersifat sementara
yang dibatasi dengan limitasi waktu dalam jabatan tersebut.

Dalam pengangkatan Penjabat Gubernur, berada di Kementerian
Dalam Negeri dengan menitikberatkan pada tingkatan jabatan serta
pengalaman dibidang Pemerintahan. Mengenai Syarat dan Kriteria Penjabat
Gubernur juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pasal 132 disebutkan bahwa:

Ayat (1)

Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130

ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil

yang memenuhi syarat dan kriteria:

a. mempunyai pengalaman di bidang Pemerintahan, yang
dibuktikan dengan riwayat jabatan.

b. menduduki jabatan struktural esselon | dengan pangkat
golongan sekurang-kurangnya IV/c bagi Penjabat Gubernur dan
jabatan struktural esselon Il pangkat golongan sekurang-
kurangnya IV/b bagi Penjabat Bupati/Walikota.

c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) tahun
terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.

Sementara itu, pada Pilkada 2018 yang lalu Menteri Dalam Negeri

melantik Perwira tinggi Polri aktif untuk menduduki jabatan Penjabat



Gubernur Jawa Barat dengan alasan “kekhawitaran kehabisan Penjabat
eselon | di Kementerian Dalam Negeri yang mengisi jabatan sebagai Penjabat
Gubernur pada 17 provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak pada tahun
2018 yang lalu”.* Alasan lain Mendagri menunjuk perwira tinggi Polri
dikarenakan “adanya potensi kerawanan pada daerah-daerah yang
melaksanakan Pemilihan kepala daerah”.® Sehingga berdasarkan pada dua hal
tersebut Mendagri mengangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari perwira
tinggi Polri.

Permasalahanya yakni, pada pelaksanaan Pilkada tahun 2018 yang
lalu Mendagri pada waktu itu menunjuk Komjen. Pol. Mochammad Iriawan
sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Barat, seperti diketahui bersama
Komjen. Pol. Mochammad Iriawan ini tercatat masih aktif sebagai Perwira
tinggi Mabes Polri, lain hal jika Komjen. Pol. Mochammad Iriawan sudah
tidak aktif di Institusi Polri dengan kata lain status keanggotaanya sudah
pindah dan/atau alih status menjadi ASN/Pejabat di Kementerian. Dengan
Status Perwira tinggi aktif ini dikhawatirkan akan menumbuhkan atau
menghidupkan kembali konsep Dwi Fungsi ABRI (Polri yang pada waktu itu
tergabung di dalamnya) yang sudah lama terkubur pada pokoknya melarang
segala kegiatan Polri dan TNI yang terlibat aktif dalam kegiatan perpolitikan

langsung ditanah air.

“Berry, Pertimbangan Mendagri Angkat Penjabat Gubernur dari Instansi Lain,
https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/433889/pertimbangan-mendagri-angkat-
penjabat-gubernur-dari-instansi-lain, diakses pada tanggal 11 November 2019.

®Hesti Rika Pratiwi, Kemendagri Ungkap Perbedaan PIt Gubernur Dari Polri dan Sipil
htttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20180126211756-32-271927/kemendagri-ungkap-
perbedaan-plt-Gubernur-dari-Polri-dan-sipil, diakases pada tanggal 12 November 2019.
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Pengangkatan Penjabat Gubernur tidak dapat dipisahkan dari aspek
regulasi yang ada. Karena banyak peraturan perundang-undangan yang saling
bersingungan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain tentunya tidak
boleh saling bertentangan baik aturan yang setara maupun dengan aturan di
atasnya. Sementara itu, sebagai landasan hukum Mendagri dalam
mengangkat Penjabat Gubernur dari perwira tinggi Kepolisian yakni dengan
merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016
Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota,
bahwa “Pjs Gubernur Sebagaimana Pada ayat (1) berasal dari pimpinan
pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah provinsi”. Bahwa makna setingkat menjadikan dasar
“Mendagri dalam mengangkat Penjabat Gubernur dapat diambil dari luar
institusi ASN termasuk berasal dari Perwira tinggi Polri”.°

Selanjutnya, jika mengacu pada pasal 201 ayat (10) Undang-undang
10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, pada pasal tersebut tidak menyebutkan
adanya frasa jabatan “setingkat”, baik pada isi pokok pasal tersebut maupun
pada penjelasan pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Pilkada. Dalam artian bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016

Tentang Pilkada tersebut tidak mengatur mengenai jabatan yang dimaknai

®Bayu Hermawan, Pakar Plt Gubernur dari Polri Bertentangan UU
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik  /18/01/29/p3avex354-pakar-plt-Gubernur-
dari-Polri-bertentangan-uu/, diakases pada tanggal 12 November 2019.




“setingkat” untuk jabatan Penjabat Gubernur. Sehingga menurut hemat
penulis frasa “setingkat” hanya lahir dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun
2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota,
pada dasanya Permendagri tersebut haruslah berpatokan dan berdasarkan
pada aturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang 10 Tahun 2016
Tentang Pilkada maupun Undang-Undang 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Pada
intinya aturan yang di bawah haruslah berpayung pada aturan yang lebih
tinggi di atasnya seperti teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengenai
teori jenjang norma hukum (Stufentheorie). Hans Kelsen yang berpendapat
bahwa:

Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam
suatu hierarki (tata susunan), dalam arti norma, suatu norma yang
lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada
norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai pada suatu
norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis
dan fiktif yaitu norma dasar (Grudnom).”

Lebih lanjut, adapun yang dimaksud Jabatan Pimpinan tinggi
mengacu pada Pasal 1 Angka 7 dan 8 Undang-Undang No 5 Tahun 2014
Tentang ASN yang telah membatasi konteks Jabatan Pimpinan Tinggi yakni:

(7) Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada

instansi pemerintah.

(8) Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi.

"Marida Farida, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius,
2007, Hal. 41.



Sedangkan terkait Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang diatur dalam
Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada maupun Permendagri 1
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota, mengacu pada Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b
UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN yang berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Jabatan Pimpinan Tinggi Madya” meliputi

sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris

utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris
jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur
jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala

Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris

Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden,
sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Dari penjabaran penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf b Undang-Undang
No 5 Tahun 2014 Tentang ASN, menyiratkan Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya meliputi jabatan-jabatan pada lingkungan ASN saja artinya pada
pengaturan yang berkaitan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tidak
dimungkinkan adanya jabatan di luar ASN seperti halnya Perwira tinggi Polri
yang disetarakan/disamakan (setingkat) dengan kualifikasi dari Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya, kendati demikian, sekretaris jenderal kementerian,
sekretaris utama (Lemhanas RI), dan sekretaris daerah provinsi semuanya
merupakan jabatan pimpinan tinggi madya. Namun, tidak semuanya dapat
diisi oleh perwira tinggi Polri yang masih aktif. Dan tidak dengan semerta-
merta semua jabatan tersebut secara otomatis bisa diangkat menjadi Penjabat

Gubenur, kecuali bagi perwira tinggi Polri yang telah alih status sebagai PNS



tentunya tidak akan menjadi persoalan hukum.

Konstitusi sebagai dasar utama berpijak dan mengambil kebijakan
Pemerintahan telah menegaskan dan menggatur terkait ketentuan insitusi
Kepolisian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pada Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta
menegakkan hukum”. Sehingga dapat diartikan bahwa Kepolisian tidak di
mungkinkan untuk bertugas diluar kerangka tugas Kepolisian karena tugas
Kepolisian ditentukan konstitusi sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan
penegak hukum bukan sebagai pelaku perpolitikan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperjelas melalui
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pasal 13 menyebutkan Tugas Pokok Kepolisian:a. memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat; b.menegakkan hukum; dan,
c.memberikan perlindungan, pengayoman. Sebagai alat keamanan,
Kepolisian menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum. Sebagai
penegak hukum, Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik tindak pidana
sebagai bagian dari sistem penegak hukum pidana terpadu (integrated
criminal justice system).

Lebih lanjut dapat pula kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 pasal 28 Ayat (3) Tentang Kepolisian, terkait anggota Polri aktif

yang ingin menduduki jabatan di luar Polri, menyebutkan “Anggota aktif
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Kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar
Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian”.
Merujuk pada pasal ini maka apabila perwira tinggi Polri yang ingin
menduduki jabatan diluar Polri, maka terlebih dahulu diharuskan
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Polri. Dengan begitu maka
netralitas institusi Polri tetap terjaga agar Polri dapat menjalakan fungsi dan
wewenang Kepolisianya secara profesional dan tidak mencampur adukan
wewenang Polri dalam penegakan hukum dengan penyelenggaraan urusan
Pemerintahan daerah.

Sementara itu, jika merujuk pula pada penjelasan pasal 28 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisan menyatakan
bahwa, yang dimaksud dengan “Jabatan diluar Kepolisian adalah jabatan
yang tidak mempunyai sangkut paut dengan Kepolisian atau tidak
berdasarkan penugasan dari Kapolri”. Konteks penugasan dari Kapolri sejauh
yang penulis pahami tentunya harus disesuiakan dengan kompetensi yang
dimiliki oleh anggota Kepolisian seperti halnya dalam bidang penegakan
hukum, penugasan angggota Kepolisian diluar institusi Polri yakni berada
pada instansi pusat seperti BNN, BNPT, dan KPK yang masih memiliki
relevansi yang sama terkait kompetensinya sebagai anggota Polri.

Bahwa terdapat adanya jabatan sipil tertentu yang berada pada
instansi pusat dapat diisi oleh perwira tinggi Polri dengan kategorisasinya
tidak mengharuskan Perwira tinggi Polri tersebut mundur atau pensiun dari

dinas Kepolisian, hal ini mengacu pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor
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21 Tahun Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional
Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi
Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 yang
berbunyi, Anggota Polri yang tanpa dialihkan statusnya menjadi PNS dapat
menduduki jabatan struktural tertentu pada instansi sipil :

a. Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
Departemen Pertahanan;

Sekretariat Militer Presiden;

Badan Intelijen Negara;

Lembaga Sandi Negara;

Lembaga Ketahanan Nasional,

Dewan Ketahanan Nasional;

Badan S.A.R Nasional;

Badan Narkotika Nasional.

dapat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan
statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.

Seroeooo

Jika merujuk pada hal di atas sudah ditentukan jabatan-jabatan yang
dibolehkan diisi oleh perwira tinggi Polri yang tentunya berbeda dengan
konteks pengisian jabatan-jabatan sipil lainya termasuk Penjabat Gubernur
yang praktis merupakan jabatan politis. Pasca reformasi dengan dikeluarkan
TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 pada pasal 10 ayat (3) juga
mengisyaratkan bahwa larangan Polri untuk menjabat diluar Kepolisian

karena mencegah menyeret insitusi Kepolisian ke ranah politik praktis.
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Lebih lanjut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra
menyatakan bahwa:
Rencana Mendagri tersebut berpotensi menubruk Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 karena Undang-Undang menyebutkan bahwa
polisi tidak boleh rangkap jabatan diluar tugas Kepolisian, adanya
pengecualian anggota atau perwira merangkap jabatan diluar tugas di
Institusi lain, namun harus berkaitan dengan tugas Kepolisian seperti
BNN atau BIN. Terkait jabatan sebagai Gubernur atau Kepala Daerah
tidak terkait langsung dengan tugas-tugas Kepolisian. Supaya lebih
netral sebaiknya Kemendagri menunjuk PNS eselon | seperti Direktur
Jenderal, Staf ahli Menteri, atau kepala Badan di lingkungan

KeMendagri bahkan dapat diisi oleh PNS eselon | di Kementerian
lain sebagai Penjabat Gubernur.?

Pemerintah dalam hal ini Mendagri dapat dikatakan “membangkitkan
batang terendam” yang dimaknai mengembalikan konsep dwi fungsi ABRI
yang sudah lama dihapuskan sesuai dengan TAP MPR Nomor VI/MPR/2000
ABRI (Kepolisian pada waktu itu bagian dari ABRI) diminta untuk
menjalankan tugasnya secara professional dan mencabut fungsi politik
ABRI. Professional bagi Kepolisian yakni menjalankan tugasnya dalam
menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum yang sesuai dengan
bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
pasal 30 ayat (4) serta dengan menguatkan supremasi sipil dalam
Pemerintahan Negara. Konstitusi  Indonesia telah memberikan batasan
kewenangan secara jelas bahwa peran dan otoritas dari institusi Kepolisian
Negara Republik Indonesia yaitu untuk menjaga kedaulatan negara,
keamanan, ketertiban serta penegakan hukum.

Senada dengan Yusril, Irman Putra sidin pun menyatakan, bahwa:

®Bimo Wiwoho, Yusril Sebut Jenderal Jadi Plt Gubernur Langgar Undang-Undang
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180128144015-32-272114/yusril-sebut-jenderal-jadi-
plt-Gubernur-langgar-undang-undang, diakses 11 November 2019.
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Pengisian Pj.Gubernur dari Polri bertetangan dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(UU Pilkada). Menurutnya, yang dapat menduduki Pj.Gubernur hanya
orang yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan tidak
boleh diberikan kepada orang yang menduduki jabatan setingkat. Hal
ini bisa menyeret institusi Polri dan TNI menyalahi konstitusi, karena
konstitusi sudah memberikan batasan tegas peran dan otoritasnya,
yaitu menjaga kedaulatan negara, keamanan, Kketertiban, serta
penegakan hukum.®

Sementara itu, sejalan dengan pendapat Irman Putra Sidin, Lembaga

Peduli pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan:

Bahwa argumen Kemendagri lemah dari segi regulasi. Hal ini
dikarenakan jika Pj Gubernur berasal dari unsur Polri, maka hal itu
berpotensi melanggar Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang
No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Oleh
karena itu, tidak hanya kekhawatiran adanya konflik kepentingan,
netralitas birokrasi dan kegaduhan politik menjelang Pilkada, namun
wacana penunjukan Pj. Gubernur dari Polri tersebut perlu dikaji,
terutama dari aspek regulasi dan kewenananganya agar tidak terjadi
tumpang tindih peraturan terkait.'°

Disamping itu, peneliti Lembaga lImu Pengetahuan Indonesia (LIPI),

Lili Romli, menyatakan :

Bahwa usulan perwira tinggi perwira tinggi Polri menduduki jabatan
sipil sebagai Penjabat Gubernur bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda). UU tersebut mengharuskan pejabat setingkat madya diisi
oleh aparatur sipil negara (ASN). Permendagri Nomor 1 Tahun 2018
mengubah tingkatan itu sehingga melanggar UU yang sudah ada,
menurutnya, selama ini Pj. Gubernur lazimnya diisi oleh pejabat
Eselon | untuk tingkat provinsi dan Eselon Il untuk tingkat
Kabupaten/Kota. Jika memang tidak ada lagi pejabat Kemendagri,
maka bisa disiasati dengan mengambil sumber daya manusia (SDM)

Dewi Sendhika Sari D, Wacana Penjabat Gubernur dari Polri, Jurnal Bidang

Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Keahlian DPR RI, Vol X No.03/I/Puslit/Februari/2018, Hal.

26.

Yhid.
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dari Kementerian lain yang pejabatnya setingkat Eselon I.**

Berdasarkan hal di atas, beberapa Peraturan Perundang-Undangan
yang terkait dan saling bersingunggan seperti Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar
Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang penulis nilai adanya
ketidakharmonisan anatar aturan yang satu dengan aturan yang lain, dan
ditambah dengan pendapat pakar di atas sehingga dalam penunjukan perwira
tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur memunculkan perdebatan ditengah
ahli hukum tata negara khususnya terkait aturan yang bersingungan serta
membatasi hak-hak jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari
kalangan sipil (ASN) untuk menduduki jabatan Penjabat Gubernur tersebut.

Berdasarkan fakta dalam pengangkatan Penjabat Gubernur pada
tahun 2018 yang lalu lalu yang dihubungan dengan sejumlah peraturan
perundang-undangan yang terkait dan ditambah dengan berbagai pendapat
pakar di atas serta adanya pembatasan hak-hak Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya yang berasal dari kalangan sipil (ASN) untuk menduduki jabatan

Penjabat Gubernur tersebut, sehingga menggungah keingintahuan penulis

Y1bid. Hal. 27.



15

dalam meneliti dan mengkaji tesis yang berjudul “PENGISIAN JABATAN
PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH PERWIRA TINGGI POLRI
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA”.
Perumusan Masalah
Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk
mengidentifikasi persoalan yang diteliti serta membatasi adanya perluasan
masalah dan pembahasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan agar
dapat tercapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan uraian yang terdapat
pada latar belakang masalah penulis membatasi dua pokok permasalahan
yaitu:
1. Bagaimana pengaturan pengangkatan Penjabat Gubernur yang berasal
dari perwira tinggi Polri?
2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan Penjabat Gubernur yang berasal
dari perwira tinggi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di

Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan pengangkatan Penjabat Gubernur dari
perwira tinggi Polri.

2. Untuk mengkaji akibat hukum pengangkatan Penjabat Gubernur yang
berasal dari perwira tinggi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia.



16

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu
hukum pada umumnya dan pengetahuan dibidang hukum tata negara
dan hukum adminsitrasi negara terkait pengisian jabatan Penjabat
Gubernur oleh perwira tinggi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan di indonesia serta dapat pula bermanfaat sebagai informasi
dan sebagai literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang digunakan
untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang hukum tata

negara dan hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dan sumbangsih pemikiran khususnya dalam bidang hukum tata negara
dan hukum administrasi negara terkait pengisian jabatan Penjabat
Gubernur oleh perwira tinggi Polri selain itu, diharapkan juga hasil
penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dalam tatanan
birokrasi dan pemangku kepentingan dalam Pemerintahan negara

maupun teoritisi hukum serta bagi masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Konseptual
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran
yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam tulisan
ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep yang terkait dengan judul

ini dengan memberikan defenisi-defenisi dari berbagai istilah yang ada yaitu:
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1. Pengisian Jabatan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Pengertian pejabat
adalah “pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan).*?
Dalam bahasa Belanda pejabat disalin menjadi amtdrager,*® yang diartikan
sebagai orang yang diangkat dalam dinas pemerintah (Negara, Provinsi,
Kotapraja dan sebagainya).**

Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu
dari Pangkerego, menerangkan bahwa “Jabatan adalah lingkungan kerja
awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh
pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh
mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan
dengan jelas”. ™

Dari pengertian di atas menunjukan bahwa Logemann
menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya
organisasi dalam berfungsi dengan baik.*® Logemann juga menunjukan

pentingnya perhubungan antara negara sebagai organisasi pengisian

jabatan, oleh karena itu teorinya disebut teori pengisian jabatan.'’

2Anton M.Moeliono, dkk, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
1995. Hal. 393.

BTeeuw, A, Kamus Indonesia Belanda, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999. Hal.
264.

YAlgra N.E et.al, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Bina Cipta
Jakarta, 1983 Hal. 29.

®Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul, asli over de
Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum
Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, Hal. 124.

Ibid, Hal. 121.

Pudja Pramana KA, llmu Negara, Garaha Ilmu, Jakarta, 2009, Hal. 285.
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Usep Ranawijaya berpendapat bahwa pengisian jabatan dapat
dilakukan dengan dua cara, yakni dengan “cara autokrasi atau otoriter dan
demokrasi”.'® Lebih lanjut dikatakan autokrasi atau otoriter apabila
“pengisian dilakukan oleh sekelompok kecil pemegang kekuasaan dan
calon berasal dari lingkungan sendiri”.'® Bahwa dengan cara pengisian
jabatan otoriter ini memastikan dan menjauhkan peran atau keikutsertaan
rakyat di dalamnya. Sementara itu, pengisian jabatan yang demokratis
yakni “mendekatkan dan memaksimalkan partisipasi rakyat, karena
didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada urusan Negara yang luput dari
jangkauan dan kendali rakyat”.”® Dalam penetapan autokrasi bentuk-
bentuknya berupa:

a. Penetapan berdasarkan keturunan;

b. Koopsi vyaitu, penundukan bakal penguasa oleh pejabat

kekuasaan yang ada;

c. Pengundian;

d. Pengangkatan pejabat oleh pejabat yang lebih tinggi

e. Penetapan pejabat dengan perebutan kekuasaaan.”*

Sedangkan, untuk pengisian jabatan demokratis yang “diwujudkan

dalam beberapa cara, terutama melalui Pemilihan (election). Lembaga yang

tumbuh untuk keperluan tersebut untuk meliputi antara lain, lembaga

perwakilan, lembaga Pemilihan umum, dan lembaga kepartaian”.??

Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya, GHalia Indonesia,
Jakarta, 1983, Hal.211.

“Ibid.

“1bid.

“!bid, Hal.211-212.

22gusi Dwi Harijanti, Pengisian Jabatan Hakim, Kebutuhan dan Pengekangan Diri, Jurnal
lus Quia lustum No.4 Vol.21 Oktober 2014, Fakultas Hukum Univesitas Padjajaran, Bandung,
Hal.534-535.
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Lebih lanjut menurut | Gde Panjta Astawa, pengisian jabatan dapat
dibedakan kedalam 3 (tiga) pola, yaitu :

1. Pengisian jabatan dengan Pemilihan (election)

2. Pengisian jabatan dengan pengangkatan (appointmen)

3. Pengisian jabatan yang sekaligus mengandug pengangkatan dan

Pemilihan.”®

Pola pengisian jabatan untuk Penjabat Gubernur yakni memakai
pola pengangkatan (appointment) bertujuan untuk mengisi kekosongan
jabatan Gubernur diakibatkan dengan habis atau berakhirnya masa jabatan
kepala daerah serta diakibatkan kepala daerah yang mencalonkan kembali
sebagai kepala daerah pada periode kedua yang diharusan untuk cuti sebagai
kepala daerah, penunjukan dari Penjabat Gubernur hanya dalam konteks
melaksanakan tugas administrasi Pemerintahan sehari-hari. Sedangkan pola
pengisian jabatan Gubernur definitif yakni memakai pola Pemilihan
(election); dipilih secara demokratis melalui Pemilihan umum kepala daerah
(Pilkada), dalam artian bahwa kepala daerah memperoleh legitimasi
langsung dari rakyat yang memilihnya dalam Pilkada.

Bahwa berdasarkan konsep-konsep di atas pengisian jabatan
dimaknai sebagai penempatan badan atau pribadi untuk memangku jabatan
yang dibekali dengan kewenangan dalam memimpin dan menjalankan tata

kelola pemerintahan. Dalam penulisan tesis ini berkaitan dengan pengisian

jabatan Penjabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi Polri aktif.

*Tedi Sudrajat, Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan, Cet. 1, Sinar
Grafika, Jakarta, 2017, Hal. 92.
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2. Penjabat Kepala Daerah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa Penjabat kepala yakni
pemegang jabatan sementara, orang yang melakukan jabatan orang lain
untuk sementara. Sementara itu, Utrech menjelaskan bahwa Penjabat
seorang yang mewakili suatu jabatan, yakni menjalankan suatu lingkungan
pekerjaan tetap guna kepentingan negara.? “Lebih lanjut Penjabat Kepala
Daerah walaupun bersifat sementara, pada dasarnya merupakan pengganti
dari kepala daerah sehingga mempunyai kewenangan yang sama dengan
kewenangan yang melekat pada kepala daerah definitif”.

Sementara itu dapat pula merujuk pada Pasal 132A Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah yang menjabarkan sebagai berikut:

Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta

Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan

jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk

mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala
daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah
yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk
mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala
daerah dilarang:
a. melakukan mutasi pegawai;
b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat
sebelumnya dan/atau  mengeluarkan  perijinan  yang
bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

c. membuat kebijakan Tentang pemekaran daerah yang
bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan

*Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Cet, ke 4, Jakarta, 1997, Hal.29.
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d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan
penyelenggaraan Pemerintahan dan program pembangunan
pejabat sebelumnya.

Sementara itu Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota :

Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota adalah

Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Penjabat Gubernur

dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri untuk Penjabat Bupati

dan Penjabat Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan
kewajiban Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam kurun waktu
tertentu.

Maka “Penjabat kepala daerah” yang dipaparkan dalam tesis ini
merupakan Penjabat kepala daerah yang mengisi kekosongan jabatan kepala
daerah definitif yang cuti karena mencalonkan diri pada periode dan
disebabkan karena habisnya masa jabatan kepala daerah, maka ditunjuklah
Penjabat kepala daerah yang berasal dari perwira tinggi Polri.

. Perwira Tinggi Polri

Kepolisian (Polri) merupakan salah satu lembaga Pemerintahan
yang memegang peranan penting dalam negara. Istilah Polisi yakni pada
awalnya berasal dari Yunani politea yang berarti seluruh Pemerintahan
negara kota. Lebih lanjut istilah polisi diterangkan oleh Van Vollenhoven
dalam bukunya Politea Overzee “istilah Politea didefinisikan, meliputi
organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk

mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang

diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-
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992
masing.” >

Lebih lanjut Van Vollenhoven yang “memasukan polisi (politea)
ke dalam salah satu unsur Pemerintahan dalam arti luas, yakni badan
pelaksana (executive bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan
dan badan Kepolisian. Badan Pemerintahan termasuk di dalamnya
Kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata
lain menjaga ketertiban dan ketentraman (orde en rust).”?

Dalam Warsito Hadi Utomo, Polisi atau Kepolisian di Indonesia dimaknai
sebagai:

Suatu pranata sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.

Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di

Indonesia sebelum di lepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan

pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari

barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik
keterangan saksi maupun dengan keterangan ahli.”’

Sementara itu berkaitan dengan penulisan tesis ini merujuk Pada
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
yakni “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sementara
itu pada Pasal 1 angka 2 “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Lebih lanjut terkait dengan anggota Kepolisian dirincikan lagi

kedalam Pasal 20 (1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik

*Sadjijono, Fungsi Kepolisan Dalam Melaksanakan Good Governance, Cet. 2,

Laksbang, Surabaya, 2005, Hal. 38.

Hal. 3.

*°Ibid. hal.39.
?"Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005,
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Indonesia terdiri atas:

a. anggota Kepolisian Negara Republik
b. Pegawai Negeri Sipil.

Sementara itu perwira tingi Polri berdasarkan Pasal 4 huruf a
Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Administrasi
Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni
merupakan golongan kepangkatan perwira tinggi (Pati) Polri yang meliputi:

1. Jenderal Polisi .

2. Komisaris Jenderal Polisi (KomjenPol).

3. Inspektur Jenderal Polisi (IrjenPol).

4. Brigadir Jenderal (BrigjenPol).

Berdasarkan beberapa penjabaran di atas maka, perwira tinggi yang
dimaksud dalam tesis ini merupakan golongan kepangkatan anggota
Kepolisian pada tataran Perwira tinggi yang meliputi Brigadir Jenderal
Polisi, Inspektur Jenderal Polisi, Komisaris Jenderal Polisi dan Jenderal
Polisi.

. Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan
bahwa “Peraturan Perundang-Perundang Undangan adalah peraturan tertulis
yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan”.

Lebih lanjut menurut Bagir Manan dalam Maria Farida, Peraturan

Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:
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1) Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau
lingkungan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah
laku yang bersifat atau mengikat umum.

2) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-
ketentuan mengenai hak, dan kewajiban, fungsi, status atau suatu
tatanan.

3) Merupakan peraturan yang mepunya ciri-ciri umum-abstrak atau
abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada
objek, peristiwa konkret tertentu.

4) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda,
Peraturan Perundang-Undangan lazim disebut dengan wet in
materiele zin, atau sering juga disebut dengan algemeen
verbindede voorscrhrift. %

Sementara itu Menurut Yuliandri bahwa :

Peraturan Perundang-Undangan adalah suatu keputusan dari suatu
lembaga Negara atau lembaga Pemerintah yang dibentuk
berdasarkan atribusi dan delegasi. Dalam rumusan lain dapat
diartikan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang
berwenang dan mengikat secara umum.?

Selanjutnya P.J.P Tak dalam bukunya Rechtvorming in Nederdland
yang mengartikan “Peraturan Perundang-Undangan (undang-undang dalam
arti materiil) adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang
berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum”.*
A.Hamid S.Attamimi juga memberikan batasan terhadap pengertian
peraturan perundang-undangan yakni “sebagai semua aturan hukum yang

dibentuk oleh semua tingkat Lembaga dalam bentuk tertentu, dengan

prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat

*®Maria Farida, Op.Cit. Hal. 10-11.

2%Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 41.

%950ny Maulana dkk, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan, Modul 1, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Hal. 7-8.
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rakyat”.31

Sementara itu, T.J Buys juga memberikan pandangan Tentang
peraturan perundang-undangan yakni ‘“sebagai peraturan-peraturan yang
mengikat secara umum (algemene bindede voorschriften)”.* Kemudian
J.H.A Logemann menambahkan defenisi tersebut yakni “dengan istilah naar
buiten werkende voorscriften, sehingga defenisinya menjadi peraturan-
peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar”® Berdaya
laku keluar dimaknai bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat
(umum) tidak ditujukan kepada pembentuknya (ke dalam).

Bahwa berdasarkan beberapa konsep di atas maka penulis
hubungkan dengan masalah yang penulis tulis berkaitan dengan banyak
peraturan perundang-undangan bersinggungan yang mengatur terkait

pengisian jabatan Penjabat Gubernur yang berasal dari Perwira tinggi Polri.

F. Landasan Teoritis
1. Teori Negara Hukum
Dalam kepustakaan, yang dimaksud dengan negara hukum sering
diterjemahkan dengan istilah rechtstaats atau rule of law.** Paham rectstaats
pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum eropa kontinental, menjadi

sumber awal perkembangan rechtstaats yang bermula dari penemuan Corpus

A Hamid S.Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas
Indonesia, 1990, Hal. 61.

%2 Amiroedin Syarief, Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknis Membuatnya, Bina
Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 32-33.

*1bid.

%*Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cet. 1.CV.Mandar
Maju, Bandung, 2011. Hal.3.
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luris Civilis.®

Sementara itu pada abad ke-19 muncul sebuah konsep rechtstaat dari
Friederich Julius Stahl yang menyebutkan, dengan istilah “rechtstaat” itu
mencakup empat elemen penting, yaitu :

Adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia
a. Adanya pembagian kekuasaan
b. Pemerintah yang berdasarkan peraturan (wetmatigheid van
bstuur)
c. Adanya perailan tata usaha negara.*

AV. Dicey mengemukakan bahwa, adanya tiga ciri pentig dalam
setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law” ,
yaitu :

1) Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai
kekuasaan yag tertinggi di dalam negara adalah hukum
(kedaulatan hukum)

2) Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang

3) Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi
manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakakkan dalam
konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus
dilindungi.”’

Di Indonesia, Konsep Negara hukum memiliki ciri khas yang
berdasarkan Pancasila. Menurut Sri Soemantri, unsur-unsur negara hukum
Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu :

1) Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan
warga negara;

2) Adanya pembagian kekuasaan;

3) Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah
harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis;

4) Adanya kekuasaan kehakiman yang menjalankan kekuasaanya

$petter Mahmud Marzuki, Pengantar 1lmu Hukum, Edisi revisi, Jakarta, 2016, Hal. 224.

**Bahder Johan Nasution, Op.Cit., Hal. 18.

$"Moh.Kusnadi dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet.
V, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 161.
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merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah,
sedang khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari
pengaruh lainya.®

Bila mana Sri Soemantri, memberikan ciri negara hukum yang
berdasarkan Pancasila, maka Phillipus M.Hadjon lebih tegas memberikan ciri
negara hukum Pancasila. Adapun ciri Negara Hukum Pancasila menurut
Philipus M.Hadjon adalah sebagai berikut:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdsarkan
asas kerukunan.

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan
kekuasaan negara.

3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan
merupakan sarana terakhir.

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.*

Lebih lanjut Bagir manan menyatakan pula terdapat unsur-unsur
penting dari negara hukum, meliputi sebagai berikut:

1) Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan
antara pemerintah dan warganya.

2) Ada pembagian kekuasaan (machtenscheiding) yang secara
khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.

3) Ada pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah (spreiding Vn
de staatsmacht).

4) Ada jaminan terhadap hak asasi manusia.

5) Ada jaminan persamaan di muka hukum dan jaminan
perlindungan hukum.

6) Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus
didasarkan atas hukum (undang-undang).*

Hal tersebut menunjukan bahwa setiap sendi kehidupan bernegara
diatur dengan hukum (Undang-Undang), pelaksanakan tugas dan kewajiban,

pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang

%8 Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Yapemdo, Bandung, 2006, Hal. 277.

%philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi
Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan dan
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina llmu, Surabaya, 1987, Hal. 90.

“*Tedi Sudrajat, Op .Cit.. Hal.7.
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tertulis maupun yang tidak tertulis dengan hukum pula diatur adanya
pembagian kekuasaan, adanya hubungan fungsional yang proporsioanl antara
kekuasaan-kekuasaan negara.
2. Teori Pengisian Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang
ditambah dengan imbuh-an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam Pemerintahan atau
organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.** Lebih lanjut
menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dari
Pangkerego, “Jabatan adalah Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan
yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan
disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat
pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan j elas”.*

Dari pengertian di atas menunjukan bahwa Logemann menghendaki
suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam
berfungsi dengan baik.*® Logemann juga menunjukan pentingnya
perhubungan antara negara sebagai organisasi pengisian jabatan, oleh karena
itu teorinya disebut teori pengisian jabatan.**

Sementara itu Bagir Manan dalam bukunya Teori dan Politik

Konstitusi, menyatakan, “bahwa jabatan merupakan lingkungan kerja tetap

“poerwasunata,W.J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka,
Jakarta, 2003.

2| ogemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul, asli over de
Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum
Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, Hal. 124.

“|bid, Hal. 121.

**pudja Pramana KA, llmu Negara, Garaha IImu, Jakarta, 2009, Hal. 285.
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yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan
mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau
keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi”.45 Dalam
artian bahwa organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja
tetap yang memiliki berbagai fungsi tertentu, sehingga tujuan organisasi dari
semua jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi.

Pada negara hukum yang demokratis (democratische reschsstaad)
tidak ada jabatan yang tidak dipertanggungjawabkan. Sehingga pada tiap-tiap
jabatan yang secara langsung dipertanggungjawabkan kepada publik atau
masyarakat, hal ini merupakan perwujudan bentuk pengawasan atau kontrol
dari publik termasuk dalam pengisian jabatanya yang senantiasa harus
mengikutsertakan publik dalam proses rekruitmen (jabatan) hal ini
merupakan bentuk kontrol dan pengawasan dari publik terhadap orang atau
badan yang akan menempati posisi jabatanya tersebut.

Lebih lanjut Bagir Manan menyatakan, berdasarkan Kkriteria
pertanggungjawaban, pengisian jabatan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu
“pertama, pengisian jabatan dengan Pemilihan, kedua, pengisian jabatan
dengan pengangkatan, dan ketiga, pengisian jabatan yang sekaligus
mengandung pengangkatan serta Pemilihan (yang berfungsi sebagai
pernyataan dukungan).”46

Adapun menurut I Gde Panjta Astawa, pengisian jabatan dapat

dibedakan kedalam 3 (tiga) pola, yaitu :

**Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi , FH Ull Press, Cet. Kedua, Yogyakarta,
2004, Hal. 133-134.
“®lbid. Hal. 41-42.
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1) Pengisian jabatan dengan Pemilihan (election)

2) Pengisian jabatan dengan pengangkatan (appointmen)

3) Pengisian jabatan yang sekaligus mengandug pengangkatan dan
Pemilihan.”’

Sementara itu Menurut Harun Al-Rasyid, “pengisian jabatan dapat
dilakukan dengan pengangkatan, Pemilihan, pewarisan yang sifatnya turun

temurun, penggiliran atau rotasi, pemangkuan jabatan karena jabatan (ex

officio) dan lain sebagainya.”*
Sistem pengisian jabatan kepala daerah dijelaskan oleh Joko
Prihatmoko yang membagi tiga jenis sistem Pemilihan kepala daerah :

(1)Sistem penunjukan dan/atau pengangkatan oleh Pemerintah
pusat;

(2)Sistem Pemilihan perwakilan DPRD; dan

(3)Sistem Pemilihan langsung oleh rakyat.*

Metode dalam pengisian jabatan yang digunakan dalam sistem
pengisian Jabatan kepala daerah dapat dikelompokan menjadi dua jenis, yakni
sebagai berikut :

1) Sistem Pemilihan secara tidak langsung dengan mekanisme
pengangkatan dan/atau penunjukan serta Pemilihan perwakilan;
dan.

2) Pemilihan secara langsung yakni memberikan ruang atau
keleluasaan rakyat untuk memilih Kepala Daerah.*

Dari penjabaran konsep di atas bahwa konsep pengisian jabatan
dapat dilaksanakan dengan sistem Pemilihan baik dengan secara tidak
langsung dengan mekanisme pengangkatan dan penunjukan serta melalui

mekanisme Pemilihan perwakilan (DPRD), sedangkan untuk sistem

*"Tedi Sudrajat, Loc. Cit.

*Harun Al-Rasyid, Pengisian Jabatan Presiden, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999,
Hal. 23.

“9Joko Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 104.

*%1bid. Hal.105.
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pemilihan langsung yakni memberikan ruang partisipiasi lebih kepada rakyat
yang memilih pemimpin daerahnya.
3. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa
digunakan dalam lapangan hukum publik. Prajudi Atmosudirjo berpendapat
bahwa terdapat adanya perbedaan antara kewenangan dan wewenang,
“Kewenangan (yang biasa terdiri dari atas beberapa wewenang) adalah
sesuatu bidang Pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat,
sedangkan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak
hukum publik”.>" Berbeda dengan pendapat Prajudi Atmosudirjo, maka
Philiphus M.hadjon tidak mempermasalahkan istilah kewenangan dan
wewenang, “kedua istilah tersebut digunakan dalam arti yang sama, yaitu
digunakan sejajar dengan istilah bevoegheid dalam konsep hukum publik.”52

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi Negara hukum, yakni asas
legalitas (legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetma tigheid van
bestuur)®, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang
Pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, yang berarti
bahwa sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam Peraturan
Perundang-Undangan. Sementara itu menurut Philipus M.Hadjon “Bagi
pemerintah, dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya

kewenangan yang berkaitan dengan jabatan (ambt). Jabatan yang bertumpu

'Sukamto Satoto, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara,
Hanggar 5I§reator, Jogjakarta, 2004, Hal. 116.
Ibid.
*3Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Cet.1, Kencana, Jakarta, 2014, Hal.111.
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pada tiga sumber, yakni atribusi, delegasi dan mandat, ia akan melahirkan
kewenangan™*. Lebih lanjut perihal sumber kewenangan juga diterangkan
oleh Indroharto, yakni sebagai berikut:

1. Atribusi

bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang Pemerintahan yang
baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. di
sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut
disebutkan, bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan
atribusi  wewenang Pemerintahan itu dibedakan antara; yang
berkedudukan sebagai original legislator di negara kita ditingkat pusat
adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama
dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang,
dan ditingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang
melahirkan peraturan daerah. Kemudian yang bertindak sebagai
delegislator; seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan
undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, dalam mana
diciptakan wewenang Pemerintahan kepada badan/ atau jabatan
pemerintah tertentu.”

2. Delegasi

Terjadi suatu pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (wewenang
asli) oleh badan/jabatan Pemerintahan yang telah memperoleh
wewenang Pemerintahan secara atributif kepada badan/atau jabatan
Pemerintahan lainnya. Jadi, suatu wewenang delegasi didahului oleh
adanya sutau atribusi wewenang. *°

3. Mandat
Pengertian mandat terjadi ketika organ Pemerintahan mengizinkan
kewenanganya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Dengan kata
lain, suatu tindakan atau perbuatan yang mengatasnamakan
badan/atau jabatan Pemerintahan yang diwakilint_}/a (bertindak untuk
dan atas nama badan/atau jabatan Pemerintahan).*’
Lebih lanjut konsep atribusi, delegasi dan mandat juga dijelaskan oleh

H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt, yang mendefenisikan sebagai berikut:

>*Sukamto Satoto , Op.Cit, Hal. 116.
%> Aminuddin IlImar, Op.Cit. Hal. 112.
*1bid. Hal. 112.

*Ibid.
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Atribusi adalah sebagai pemberian wewenang Pemerintahan oleh
pembuat Undang-Undang (attribute is toekenning van een
bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgan).
Delegasi Adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan dari suatu
organ Pemerintahan kepada organ Pemerintahan lainya (delegatie is
overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgaan aan een
ander). Mandat Adalah terjadi ketika organ Pemerintahan
mengizinkan kewenanganya dijalankan oleh organ lain atas namanya
(mandaat is een bestuursorgaan loot zijn bevoegheid namens hem
uitoefenen door een ander).”

Berbeda dengan H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt, F.A.M Stroink
dan J.G Steenbeek mengemukakan pendapat:
Ada dua cara organ Pemerintahan memperoleh wewenang yakni
dengan jalan Atribusi dan Delegasi (er bestan Slechts twee wijzen
waarop een delegatie). Mengenai pengertian atribusi dan delegasi
ditegaskan, bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang
baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang
telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara
atributif kepada orang lain sehingga delegasi secara logis selalu
didahului suatu atribusi. Dalam hal pengertian mandat tidak
dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan
wewenang. Bahkan, dalam hal mandat tidak terjadi perubahan
wewenang apapun atau setidak-tidaknya dalam yuridis formal.>
Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapatlah dikemukakan adanya
perbedaan yang mendasar antara atribusi dan delegasi , bahwa pada atribusi
terjadinya suatu penyerahan wewenang baru berkenaan dengan wewenang
Pemerintahan dalam hal pembuataan Peraturan Perundang-Undangan, dan
pada delegasi terjadi suatu penyerahan wewenang yang telah ada sebelumya
atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif terlebih dahulu,
serta suatu delegasi selalu didahului dengan adanya atribusi. Pada mandat

yakni badan atau jabatan Pemerintahan mengizinkan kewenangnya

dijalankan oleh Badan atau jabatan Pemerintahan dibawahnya atau dengan

%8| bid, Hal. 113.
¥1bid.
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kata lain penerima mandat bertindak untuk dan atas nama Badan atau jabatan

Pemerintahan pemberi mandat.

Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini hal-hal yang perlu mendapat perhatian

secara sunguh-sunguh adalah jenis atau tipe penelitian, pendekatan yang

dilakukan untuk menjawab, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan

hukum dan teknik dalam analisis bahan hukum yang masing-masing

dijelaskan sebagai berikut:

1.

Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan “suatu proses untuk menemukan aturan
hukum prinsip-prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab issu hukum yang dihadapi”.®® Sebagai konsekuensi Pemilihan
topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya
adalah permasalahan hukum yang berkaitan dengan Pengisian Jabatan
Penjabat Kepala Daerah Oleh Perwira tinggi Polri, maka tipe penelitian
yang digunakan adalah penelitian yuridis Normatif, yakni “penelitian yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma
dalam hukum positif”.61

Sementara itu, penelitian hukum normatif merupakan penelitian
hukum yang mengajukan pengembangan hukum atas suatu permasalahan

normatif dengan menitik beratkan persoalan kepada permasalahan aturan

Hal. 35.

®petter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,

®1Johnny Ibrahim, Teori Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2016.Hal. 295.
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hukum, permasalahan tersebut kemudian dikaji dan dianalisis dengan
melihat konsep, atau peraturan lain guna mendapatkan suatu produk
hukum yang benar secara keilmuan hukum. Lebih lanjut “penelitian yang
merujuk pada aspek normatif dimana memuat isu hukum atau
problematika hukum yang memerlukan suatu kajian hukum karena adanya
norma yang kosong, norma yang kabur atau adanya konflik norma”.%
Dalam penelitian yuridis normatif seorang peneliti harus menyusun dan
merumuskan masalah penelitianya secara tepat dan tajam, serta bagaimana
peneliti memilih metode untuk melakukan langkah dan bagaimana
melakukan perumusan dalam membangun teorinya.®®
2. Pendekatan Penelitian
Bahder Johan Nasution menyatakan ada lima pendekatan dalam
penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (statuta approach),
pendekatan historis, pendekatan konseptual. Pendekatan komparatif,
pendekatan politis, dan pendekatan kefilsafatan.”* Sedangkan Peter
Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam lima penelitian
hukum, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan
kasus (case law approach), pendekatan historis (historical approach), dan
pendekatan konseptual (conseptual approach).®®
Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, maka

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

82Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2016,
Hal. 97-98.

**|bid. Hal.88.

*Ibid, Hal.92-93.

®*petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 93.
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undang-undang (statuta approach) dan pendekatan kasus (case law

approroach) pendekatan historis (historical approach). Pendekatan

undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum dan dengan pendekatan

kasus-kasus dengan menyampaikan fakta-fakta dalam pengangkatan

Penjabat Gubernur berasal dari unsur polri.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan
dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan,
baik diantaranya bahan hukum yang berasal dari Undang-Undang 10
Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian selanjutnya Peraturan Perundangan-
undanga lainya yang memiliki relevansi terhadap tulisan dan untuk
mempertajam analisis yang ada kaitan dengan substansi rumusan
masalah dalam penelitian ini.

Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari
bahan-bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu
dengan mempelajari buku-buku bacaan ilmiah, jurnal ilmiah, makalah,
website internet dan literatur yang ada relevansinya dengan penulisan

tesis ini.
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c. Bahan Hukum tresier
Bahan hukum tresier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.
4. Analisis bahan hukum
Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat
deksriftif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan
serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang
diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara :
a. Menginventarisir semua peraturan perundang-undangan sesuai arti
masalah yang dibahas.
b. Mensistemasi bahan-bahan hukum yang berhubugan dengan masalah
yang di teliti.
c. Menginterpretasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan masalah yang dibahas.

H. Sistematika Penelitan
Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab.
Masing-masing bab terdiri dari subbab untuk memperjelas ruang lingkup dan
cakupan permasalahan yang diteliti. Untuk mendapat gambaran tentang materi
yang akan dibahas, maka dapat dilihat sistematika penulisan berikut ini :
BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka



BAB I1

BAB 111

BAB IV

BAB V
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konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika
penelitian.

TINJAUAN PENGISAN JABATAN PENJABAT KEPALA
DAERAH OLEH PERWIRA  TINGGI POLRI
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kerangka dasar teoritik,
khususnya teori negara hukum, teori pengisian jabatan dan teori
kewenangan.

PENGATURAN PENGANGKATAN PENJABAT
GUBERNUR BERASAL DARI PERWIRA TINGGI POLRI
Pada bab ini akan membahas mengenai pengaturan dalam
pengangkatan perwira tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN PENJABAT
GUBERNUR BERASAL DARI PERWIRA TINGGI
POLRI

Pada bab ini akan memberikan pembahasan mengenai Akibat
Hukum pengangkatan perwira tinggi Polri sebagai Penjabat
Gubernur Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia.

PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



